
 

  

 

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA  
No.427, 2015 KEMENKUMHAM. Tunjangan Kinerja. Pegawai. 

Pemberian. Perubahan.  

 

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM  

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG 
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelas jabatan bagi 

jabatan Staf Khusus Menteri sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga 
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besaran dan tunjangan kinerja bagi Staf Khusus 
Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu 
diubah;     

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a serta surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi nomor B/671/M.PANRB/2/2015 tanggal 20 

Februari 2015 perihal Persetujuan Penetapan 

Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Staf Khusus 
Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;    

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 740); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  1362); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 

TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN 
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.  

Pasal I 

Kententuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 
bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  1362), diubah 
sebagai berikut: 

1. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

26A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26A 

(1) Tunjangan Kinerja bagi Staf Khusus Menteri sesuai dengan Kelas 
Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 
Januari 2015. 

(2) Tunjangan Kinerja bagi Staf Khusus Menteri untuk bulan Januari 

dan bulan Februari Tahun 2015 dibayarkan dari selisih 
Tunjangan Kinerja yang telah diterima.   

 

2. Ketentuan mengenai Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja 

bagi Staf Khusus Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

huruf C, bagian Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, angka 6, diubah 
menjadi angka 16 (enam belas) dengan besaran tunjangan kinerja 

sebesar Rp24.405.000.00 (dua puluh empat juta empat ratus lima 
ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Maret 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

YASONNA H. LAOLY 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Maret 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

YASONNA H. LAOLY 
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